Menimbang

Mengingat

SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten / Kota,
perlu dilaksanakan penyesuaian Organisasi dan
tata kerja Inspektorat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Kota Tidore Kepulauan ;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera  Utara,
Kabupaten @ Halmahera  Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4264);

Hal. |1

http://jdih.tidorekota.go.id



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Negara Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741).

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan
Kabupaten/Kota ;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 47
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 37
Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA INSPEKTORAT KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

W

o No U

= O

Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

Satuan organisasi adalah unit kerja yang terdiri dari Sekertaris,
Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat.
Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.

.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pelaksana Pemeriksaan / audit

Keuangan dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional lainnya.

BAB 1II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.
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BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Kedudukan

Pasal 3

Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa.

Fungsi
Pasal 5

Inspektorat, mempunyai fungsi sebagai perencanaan program
pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan
pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Susunan Organisasi
Pasal 6

(1)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, terdiri dari :
a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,;
2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

3) Sub Bagian Administrasi dan Umum;
Inspektur Pembantu Wilayah I;

Inspektur Pembantu Wilayah II;

e. Inspektur Pembantu Wilayah III;

a0

Hal. |5

http://jdih.tidorekota.go.id



f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian masing-masing
dipimpin oleh seorang Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub
Bagian.

(3) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

(1) Inspektur adalah Jabatan Eselon II.b.

(2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon IIl.a.

(3) Inspektur pembantu adalah Jabatan Eselon IIl.a
(4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.

Pasal 8

(1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris
Daerah.

(2) Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh
sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional
auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan
jabatan fungsional lainnya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing — masing sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Jumlah, Jenis dan Jenjang Tenaga Fungsional ditentukan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur, Sekretaris,
Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab pada atasannya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan dalam pelaksanaan tugas.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai
dengan aturan yang berlaku.

() Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan kebijakan.

(7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tidore Kepulauan pada ketentuan
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 28 Oktober 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd
ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd
ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013
NOMOR 159

Salinan sesuai dengan aslinya

2N

—KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

< LISETDA KO KEPULAUAN,
L %\
|fl:l P P —— _. T \
iE'rI':?;_.Fr" |
i — .
\ . o A .
W% Hi  BONITASY*MANGGIS, SH, M.Si

PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001
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L

II.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
KOTA TIDORE KEPULAUAN

UMUM

Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan
teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan didaerah,maka perlu adanya
Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah
yang merupakan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di
daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa untuk mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, maka jabatan fungsional pengawas urusan pemerintahan
daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah dengan
mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Kota Tidore Kepulauan mendapatkan persetujuan bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan
Keputusan DPRD Nomor : 170/14/02/2013 tentang Persetujuan Atas 9
(sembilan) Buah Rancaangan Peraturan Daerah Tanggal 15 Juli 2013
untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

10

11

12

13

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 126

http://jdih.tidorekota.go.id
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 OKTOBER 2013
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA TIDORE KEPULAUAN.
‘ INSPEKTUR
SEKRETARIAT
] ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI DAN ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN PELAPORAN UMUM
| I I
INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
PEMBANTU WILAYAH | PEMBANTU WILAYAH I PEMBANTU WILAYAH Il

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA
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